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Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan
Surat Perjanjian Kena/Kontrak Nomor - 31/SPK-PPK/KPU MINSEL/XI/2024, tanggal 26
November 2024 untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadail dan
memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon
Franky Donny Wongkar, SH dan Theodorus Kawatu, S|P pada pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan untuk periode 27 Agustus 2024 sampai
dengan 25 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan
Dana Kampanye yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum NMomor 14 Tahun 2024 Pasal

25 ayat (2), Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Franky Donny Wongkar, SH dan

Theodorus Kawatu, S.IP pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa

Selatan terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi
Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo
pembukaan, rincian perhitungan penenmaan dan pengeluaran yang diperoleh
sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan
sumbangan yang bersumber dar pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Polittk Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai
sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian
LADK kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang
memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK
disampaikan sampai dengan 1 (satu) harn sebelum penyampaian LPSDK kepada
KPU Kabupaten Minahasa Selatan; dan

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah
pembukuan yang memuat seluruh penenmaan dan pengeluaran Dana Kampanye
yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan
berakhirmya masa Kampanye.



Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans inl adalah-

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota: dan

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman
Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupat, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Franky Donny
Wongkar, SH dan Theodorus Kawatu, S.IP pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Minahasa Selatan dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye.

Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Franky Donny Wongkar, SH dan
Theodorus Kawatu, S [P pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa
Selatan dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:
1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
a. Pembukaan - Pasal 12, 13 dan 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2024:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Fartai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Fartai Politik Peseria Pemilu
vang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan
wajib membuka RKDK pada Bank Umum;

RKDK dibuka atas nama FPasangan Cafon dan terpisah dari rekening pribadi
Pasangan Calon;

Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta
Femilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusutkan
Pasangan Calon dilakukan bersama oleh FPartai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Fartal Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dan Pasangan
Calon;

Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon
perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan;
Fasangan Calon membuka RKDK tidak melampauwn ketentuan pembukaan
RKDK yaitu sejak pendaftaran Fasangan Calon sampai dengan 1 (saiu) Har
sebelum masa Kampanye dimulai;

Fartar Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
yvang menqusufkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat
permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formudir
vang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil
gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati
atau walikota dan wakil walikota;

Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat
permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir
yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil
gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati
atau walikota dan wakil walikota;

Fembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK
yvang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil
gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemifihan bupati dan wakil bupati
atau wallkota dan wakil walikota;



(9) Dalam hal Pasangan Calon aftau salah satu dan Pasangan Cafon
berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon
sampail dengan 30 (tiga puluh) Han sebelum han pemungutan suara,
Fasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3
(tiga) han kerja setelah ditetapkan sebagai Fasangan Calon oleh KPU
FProvinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakil walikota; dan

(10) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:

(a) putisan Bawaslu: atau
(b) putiusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
vang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur
dalam Peraturan KPU tentang tshapan dan jadwal penyelenggaraan
Femilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Harn
kerja setelah ditetapkan sebagal Pasangan Calon ofeh KPU Provinsi untuk
pemilihan qubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

b. Pengelolaan — Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2024:

(1) Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain. Pasangan Calon wajib
menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

c. Pelaporan —Pasal 11 dan 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2024:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu atav Gabungan Partai Polifik Peserta Pemilu
yang mengusulkan Pasangan Calon dan Fasangan Calon perseorangan
melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK, dan

(2) Penenmaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada
RKDK terlebif dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.

d. Penutupan - Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024

(1) Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setefah masa
Kampanye berakhir;

(2) Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat
pernyataan dar Bank Umum; dan

(3) Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK
dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
a. Pelaporan - Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024:

(1) Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi
(a) RKDK;

(b) saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

(c) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penenimaan
sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diferima
sebelum periode pembukuan;

(d) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum
pembukaan RKDK;

(e) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan

(f) bukti penenmaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) LADK Fasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.



b. Periode Pembukuan - Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2024
(1) Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan

RKDK dan ditutup 1 (satu) har sebelum penyampaian LADK; dan

(2) Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada wakiu yang

ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon
sampai dengan 1 (safu) Har sebelum waktu penyampaian LADK.

c. Kelengkapan dan Penyampaian — Pasal 26, 27 dan 31 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024

(1)
(2)
(3)

(4)

(9)

(6)

Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Han sebelum masa

Kampanye, paling lambat pukul 23.58 wakiu setempat;

Fasangan Calon menyampaikan LADK dengan menginmkan data dan

dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;

Apabila terdapat perbaikan, maka [LADK perbaikan disampaikan oleh

Fasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Han

sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan

dan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;

Dalam hal safah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:

(a) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampail dengan 1
(satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan
pafing flambat 3 (tiga) Han setelah ditetapkan Fasangan Cafon
penggantilbaru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil
gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakil walikota; dan

(b) berhalangan tetap setefah dimulainya masa Kampanye sampail dengan 30
(tiga puluh) Hari sebelum han pemungutan suara maka LADK dilakukan
pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setefah
ditetapkan Pasangan Cafon penggantilbaru oleh KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubermur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupatli atau walikota dan wakif walikota.

Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:

(a) putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur
dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakil walikota, atau

(b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

yang melewali tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam

Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan,

LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Han sejak ditetapkan sebagai

FPasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil

gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati

atau walikota dan wakil walikofa.

Fenyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai

dengan tingkatannya, yang dilengkap! dengan:

(a) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);

(b) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE;

{c) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN  DAN
PENGEL UARAN DANA KAMPANYE;

(d) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;



(e) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN  DANA KAMPANYE  SEBELUM  PERIODE
PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

( FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);

(g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

(h) Surat Pernyataan Penyumbang dan Partal Politik atau Gabuangan Fartai
Politik;

(1)  Surat Pernyataan Penyumbang dan Perseorangan;

(1) Suraf Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

(k) Bukii-bukti transaksi penenmaan dan transaksi pengeluaran..

(7) Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon dibenkan tanda terima
perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan
Calon wajib melengkapi dan/atay memperbaiki dokumen LADK dimaksud
dengan mengqgunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran X1V Peraturan
KPU. terdin atas:

(a) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMFPANYE (LADK) PERBAIKAN;

(b) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE:

(c) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN  DAN
PENGEL UARAN DANA KAMPANYE;

(d) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;

(e) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN  DAN
PENGELUARAN  DANA KAMPANYE  SEBELUM  PERIODE
PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMFPANYE,

() FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE:

(g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

(h) Surat Pernyataan Penyumbang dan Partai Politik atau Gabuangan Fartai
Politik;

(11 Surat Pernyataan Penyumbang dan Perseorangan;

(1) Surat Pernyataan Penyumbang dan Badan Hukum Swasta; dan

(k) Bukti-bukti transaksi penenmaan dan lransaksi pengeluaran.

(8) Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dafam bentuk fisik atau digital
(soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilthan gubernur dan wakil gubernur
dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupali atau
walikota dan wakil walikota apaabila mengalami kendala dalam penyampaian
melalur Sikadeka; dan

(9) Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsiftingkat
kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu
penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU
Frovinsi  untuk pemilihan gubernur dan wakill qubernur dan KFPU
Kabupaten/Kota untuk pemiihan bupati dan wakil bupati ataw walikota dan
wakil walikota.

3. Laporan Penernimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
a. Pelaporan — Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024

(1) Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi:

(a) RKDK:;

(b) jumiah sumbangan Dana Kampanye,

(c) catatan penerimaan Fasangan Calon;

(d) identitas penyumbang;



(e) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;

(f) bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan;

(qg) surat pernyataan penyumbang.

(2) LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

. Periode Pembukuan - Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2024:

(1) Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulal 1 (satu)
Han setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Han
sebelum penyampaian LPSDK.

_ Kelengkapan dan Penyampaian Laporan - Pasal 29, 31, 32 dan 45 Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024

(1) FPasangan Calon menyampaikan LEPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana
vang tercantum dafam Lampiran | Peraturan KPU, paling lambat pukul 23 .59
waktu setempat;

(2) Pasangan Cafon menyampaikan LPSDK dengan menginimkan data dan
dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka;

(3) Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan ofeh
Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Han
sejak menenma tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan
pencermatan dar KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul
23.59 waktu setempat;

(4) Daflam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:

(a) berhalangan letap sejak penetapan Pasangan Calon sampail dengan 1
(satu) Han sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi uniuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka
LFSDK disampaikan paling lambat 3 (figa) Han setelah ditetapkan
Fasangan Calon pengganti'baruy oleh KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan
bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan

(b) berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampal dengan 30 (tiga
puluh) Hari sebelum han pemungutan suara maka LPSDK dilakukan
pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (liga) Han setelah
ditetapkan Fasangan Calon pengganti’baruy oleh KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atav walikota dan wakil walikota.

(5) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:

(a) putusan Bawasiu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubemur
dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakil walikota; atau

(b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

yang melewatl tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam

Peraturan KPU fentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan,

LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai

Fasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil

gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupali dan wakil bupati

atau walikota dan wakil walikofa.

(6) Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai
dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

(a) FORMULIER 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE (L PSDK);



(b) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

(c) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAE ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);

(d) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

(e) Surat Pernyataan Penyumbang dar Partai Politik atau Gabuangan Fartai
Politik;

(f) Surat Pernyataan Penyumbang darn Perseorangan;

(g) Surat Pernyataan Penyumbang darn Badan Hukum Swasta; dan

(h) Bukti-bukti fransaksi penerimaarn.

(7) Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima
perbaikan ofeh KPU Provinst untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur
dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupafi atau
walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkap! dan/atau
memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan
formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan darn Peraturan KPU terdir atas:

(a) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;

(b) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMFPANYE;

(c) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAE ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);

(d) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye,

(e) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partal Politik atau Gabuangan Fartai
Politik;

(f) Surat Pernyataan Penyumbang dar Perseorangan;

(g) Surat Pernyataan Penyumbang dan Badan Hukum Swasta; dan

(h) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

(8) Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital
(soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur
dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau
walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian
melalui Sikadeka, dan

(9) Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemifu tingkat provinsiftingkat
kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan wakiu
penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU
Provinsi  untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakil walikota.

Laporan Penenmaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
a. Pelaporan — Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024:
(1) Pasangan Calon menyusun LPPDK yvang memuat informasi RKDK;

(a) RKDK;

(b) saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

(c) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penenimaan
sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima
sebelum perniode pembukuan;

(d) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum
pembukuan RKOK;

(e) nomor pokok wajib pajak masing-masing Fasangan Calon;

(f) bukii penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan;
dan



(g) saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
LPPDK Pasangan Calon difandatangani oleh Pasangan Calon.

b. Periode Pembukuan — Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2024:
(1) Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yvang dimulai sejak 1

(satu) Han selefah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saal masa
Kampanye berakhir.

c. Kelengkapan dan Penyampaian - Pasal 30 dan 33 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2024:

(1)
(2)
(3)

(4)

Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Han setelah
masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23 59 waktu sefempat;
Fasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan
dokumen LPPDK yang diunggah melalul Sikadeka;

Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon dibenkan tanda perbaikan

oleh KPU Provinsi untuk Pemilthan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU

Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan

Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapl dan/atau

memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling fambat 1 (satu) Han sejak

menenma tanda perbaikan dan benta acara hasil pencermatan dan KPU

Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU

Kabupaten/Kota untuk Pemifihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota,

paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;

Penyampaian LPPDK Pasangan Calon difampin dengan LADK atau LADK

Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan:

(a) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE (L PPDK);

(b) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE,

(c) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN  DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

(d) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;

(e) FORMULIR & LAPORAN  AKITIVITAS PENERIMAAN  DAN
PENGELUARAN DANA KAMFPANYE SEBEL UM PERIODE PEMBUKUAN
LAPORAN FENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE,

( FORMULIR 6 ASERSI ATAS [APORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);

() Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye:

(h) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening
Pasangan Calon bersangkutan tefah ditutup;

(1) Surat Pernyataan Penyumbang darn Partal Politik atau Gabuangan Fartal
Politik;

(1) Swurat Pernyataan Penyumbang dan Perseorangan;

(k) Surat Pernyataan Penyumbang dar Badan Hukum Swasta; dan

(1) Bukti-bukti fransaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

(5) Apabila LPFDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan fandsa

terima perbaikan oleh KPU Provinsi aftau KPU Kabupaten/Kota, maka

Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK

dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV

Peraturan KPU terdin atas:

(a) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;

(b) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;



(c) FORMULIR 3 LAPORAN AKITIVITAS PENERIMAAN  DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE:

(d) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMFANYE:

(e) FORMULIR & LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN  DAN
PENGELUARAN DANA KAMFANYE SEBEL UM PERIODE PEMEUKUAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

(i FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN FPENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);

(g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye:

(h) Surat Pernyataan darn Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening
Pasangan Calon bersangkutan tefah ditutup;

(1) Surat Pernyataan Penyumbang dar Partai Politik atau Gabuangan Partai
Politik;

(1} Surat Pernyataan Penyumbang dan FPerseorangan;

(k) Surat Pernyataan Penyumbang darn Badan Hukum Swasta; dan

() Bukti-bukti fransaksi penernimaan dan transaksi pengeluaran.

(6) Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital
(soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilthan gubernur dan wakil gubernur
dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau
walikota dan wakil walikota apasbila mengalami kendala dalam penyampalan
melalui Sikadeka; dan

(7) Penyampaian LPFDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsiftingkat
kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu
penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU
Frovinsi  untuk pemilihan gubernur dan wakill gqubernur dan KFPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakil walikota.

. Sumber Klasifikasi dan |dentitas Penyumbang - Pasal 6, 8 dan 11 Peraturan

Komisi Pemilinan Umum Momor 14 Tahun 2024:

(1) Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye
Fasangan Calon yang diusulkan Pariai Folitik atau Gabungan Fartar Folitik
dapat diperoleh dar:

(a) sumbangan Partai Politik dan/atay  Gabungan Partai Poltik  yang
mengusulkan Pasangan Calon;

(b) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau

(c) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan
perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

(2) Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan,. dapat diperofeh darr
(a) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
(b) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat. yang meliputi sumbangan

perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

(3) Perofehan Dana Kampanye harus difengkapi dengan informasi identitas yang
Jelas;

(4) Sumbangan dan pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan
penyumbang yvang memuat informasi identitas penyumbang dan jumiah
sumbangan;

(5) Sumbangan yang berasal dan pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum
Swasta wajib difampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha;

(6) Penenmaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara
memindahkan dana dan nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai
identitas penyumbang;



(7) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang
bersangkutan; dan

(68) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalul setoran tunai pada bank,
disertal dengan surat pernyataan penyumbang.

. Pencatatan Penerimaan Sumbangan - Pasal 11 dan 21 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024

(1) Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup
wvang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilal uang, termasuk
utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melfebihi batas kewajaran
transaksi jual bell secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan
Sumbangan;

(2) Pembukuan Dana Kampanye terpisah dan pembukuan keuangan pribadi
Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu
atau GGabungan Partal Politik Peserta Pemily yang mengusulkan Pasangan
Calon;

(3) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Polifik Peserta Pemilu
dapat menenma sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemifu dan pihak lain;

(4) Partar Politik Peserfa Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
wajib mencatat penerimaan sumhbangan dalam pembukuan penerimaan Dana
Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana
Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana
Kampanye, dan

(5) Dana Kampanye yang berupa uang. wajib ditempatkan pada RKDK terlebih
dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

. Batasan/Kesesuaian Sumbangan - Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2024.

(1) Pasangan Calon mematuhi jumlah penenmaan sumbangan (mencakup uang.
barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan milai vang, termasuk utang
dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran
transaksi jual befi secara umum) yang difaporkan dalam LADK, LPSDK dan
LPPDK tidak melebihi jumiah di bawah ini:

(@) Rp75.000.000 00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye
untuk penyumbang perseorangan; dan

(b) Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa
Kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik
yang bukan merupakan pengusul Pasangan Calon.

. Sumbangan yang dilarang - Pasal 9 dan 73 Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Momor 14 Tahun 2024:

(1) Partal Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan
Fasangan Calon difarang menerima sumbangan atau bantuan lamn unfuk
Kampanye yang berasal darr.

(a) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakal asing
dan warga negara asing;

(b) penyumbang atau pember bantuan yang tidak jelas identitasnya;

(c) Pemerintah dan Pemernintah Daerah; dan

(d) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha
milik desa atau sebutan lain.



(2) Pasangan Calon perseorangan dan PFartai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon,
yang menenma sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan
berikut:

(a) dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;

(b) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota;

(c) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat
belas) Har setelah masa Kampanye berakhir; dan

(d) wajib menyerahkan bukli setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi
untuk Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye - Pasal 18, 21 dan 83 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024

(1) Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk Pembiayaan akfivitas
kampanye;

(a) pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau
pembayaran Jasa);

(b) pembayaran hutang, dan

(c) pengeluaran laindain, yang dinifai berdasarkan harga pasar yang wajar.

(2) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang
berlaku secara umum, diperfakukan ketentuan sumbangan;

(3) Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang,
danvatau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah darn
pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik afau
Gabungan Partal Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;

(4) Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan
Jjumiah  pengeluaran  disertai  bukti  pengeluaran  yang  dapat
dipertanggungjawabkan;

(5) Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayal saksi dalam
pemungutan dan penghitungan suara; dan

(6) Pasangan Calon yang melanggar kelentuan pembatasan pengeluaran Dana
Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara
sejumiah kelebihan pengeluaran.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada
informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami
oleh Pasangan Calon Franky Donny Wongkar, SH dan Theodorus Kawatu, 5.IP pada
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan. Pada suatu
pelaksanaan Perikatan Asurans, ferdapat keterbatasan yang melekat misalnya,
pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam
mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat,
saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul
Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara
menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas
hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh
Pasangan Calon Franky Donny Wongkar, SH dan Theodorus Kawatu, SIP pada



pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga kami tidak
melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan.

Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Franky Donny
Wongkar, SH dan Theodorus Kawatu, S IP pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Minahasa Selatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Franky Donny Wongkar, SH dan Theodorus
Kawatu, S.IP pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan

Pasangan Calon Franky Donny Wongkar, SH dan Theodorus Kawatu, S.IP pada
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan bertanggungjawab atas
penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesual dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode
penilalan, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan,
implementasi, pemelinaraan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.
Pasangan Calon Franky Donny Wongkar, SH dan Theodorus Kawatu, S.IP pada
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan juga bertanggung jawab
atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye,
sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Dana Kampanye
Pasangan Calon Franky Donny Wongkar, SH dan Theodorus Kawatu, S.IP pada
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 25 November
2024

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa
pendapat dengan keyakinan memadal terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut
berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh.
Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi
2022) "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis”
yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan
kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi
Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat
dalam Penkatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk
merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadal dalam
mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan
dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuail dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1616 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas)
hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon
Franky Donny Wongkar, SH dan Theodorus Kawatu, S.IP pada pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dan KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Franky Donny Wongkar, SH dan Theodorus
Kawatu, S|P pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan
dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh, dalam semua hal yang
material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum



Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pembatasan Penggunaan Laporan
Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans inl hanya kepada KPU
Kabupaten Minahasa Selatan dan sesual dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah

disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini
oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

K’ ABREKAN

Registered Public Accountanis
Alex Belvin M. Sihombing
SE, Ak, M.Ak, CA CPA,  ASEAN CPA, CFrA, CFl, CPFI

Nomar lzin Akuntan Publik: AP. 1811

11 Desember 2024



ASERSI| PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI



F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN

ASERSIATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAMA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1, Mama : FRAMKY DOMNNY WONGKAR , SH
Alamal D KAWANGKOAN BAWAH, LINGEUNGAN |V
Momor Induk Kependudukan T105170102660001
Jabatan : Calon Bupaf
T Mama . THEQDORUS KAWATU | S0P
Alamal . KELURAHAN BAHU, LINGEUMNGAMN I, KECAMATAN MALALAYANG
Momor Induk Kependudukan o T171052305670001
Jabatan - Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubermur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Momor & Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemenntah Penggant Undang-Undang Momor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Penggant Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiliban
Gubernur, Bupali dan Wallkota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Momor 14
Tahun 2024 entang Dana Kampanye Pemilihan Bupat dan Wakil Bupati, sebagal berikut;

PATUH/!
MO HAL UNSUR KEFATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
2 3 4 5
A, | Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
1. | Pembukaan 8. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka | Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2} Patuh
REDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon |Peraturan KPU  Nomor 14
dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon. lentang Dana Kampanye

Pemilinan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan  Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota

b. Kaml membuka REDK pada Bank Umum dimulal sejak |Pasal 12 ayat (7) Peraturan Patuh
pendaftaran Pasangan Calon sampal dengan 1 (satu) |KPL Nomor 14 tentang Dana
Hari sebelum masa Kampanye dimulai. Kampanye Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupat

dan ‘Wakil Bupan, Sera

Walikota dan Wakil Walikota




PATUHY

MO HaL UNSUR KEPATUHAN PERATURAMN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
¢. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 {saw) nomor | Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pamh
RKDK kepada KPU Kabupaten. KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupan
dan  Wakil Bupal, Serla
Walikota dan \Wakil Walikota
2. |Pengelolaan kam menempatkan penerimaan Dana Kampanye vang|Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pamh
berbentuk uang pada RKDE terlebih dahulu  sebelum (KPU Nomor 14 tentang Dana
digunakan untuk kegiatan Kamganye Pemilihan. Kampanye Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubernur, Bupat
dan  \Wakil Bupan, Serta
Wallkota dan Wakil Walikota
3. | Penutupan a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 [Pasal 15 ayat (3) Peraturan Patuh
(dua) Han setelah masa kampanye berakhir. KPU Momor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilikan Gubemur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupanb, Sera
Walikota dan Wakil Walikota
b. Kami menyampaikan surat permyataan  penutupan (Pasal 15 ayat (6) Peraturan Patuh
rekening khusus dana kampanye darl bank umum |[KPU Nomor 14 tentang Dana
kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari | Kampanye Pemilihan Gubermur
setelah masa Kampanye, dan ‘Wakil Gubernur, Bupat
dan Wakil Bupani, Sera
Walikota dan Wakil Walikota
B. |Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
1. |Muatan Informasi | Kami menyusun LADK yang memuat informasi: Pasal 26 ayat (1) Peraturan Patuh
a. REDE: KPU Momor 14 tentandg
b. Saldo awal REDK atau saldo pembukaan dan sumber|Dana Kampanye Pemilihan
peroleharn; Gubernur dan Wakil Gubernur,
€. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil | Bupati dan Wakil Bupati, Serta
penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan [Walikota dan Wakil Walikota.
Kampanye  apablla  diterima  sebelum  periode
pembukuan;
d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon
termasuk sebelum pembukaan REKDE:
e. Momor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Calon; dan
. Bukti penenmaan dan pengeluaran  yang  dapat
dipertanggungjavsahkan,
2. |Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang (Pasal 26 ayat (2) Peraturan| Patuh

dimulal sejak pembukaan REDK sampat dengan 1 (salu)
Hari sebelum waktu penyampaian LADK,

KPU Momor 14 tentang Dana
kKampanye Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan  Wakil Bupafi, Sera
Walikota dan Wakil Walikota




PATUHY

] HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TEREAIT TICHAK
PATUH
1 2 3 4 5
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari | Pasal 21 ayat (8) Peraturan Pamh
pembukuan keuangan pribadi Pasangan |KPU Momor 14 tentang Dana
Calon/pengurus/ anggota/personel Partad Politik Peserta | Kampanye Pemilihan Gubsernur
Pemilue atau Gabungan Paral Politik Peserta Pemilu |dan  Wakil Gubernur, Bupat
yang mengusulkan Pasangan Calon. dan Wakil Bupal, Serla
Walikota dan \Wakil Walikota
¢, Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi|Pasal 21 ayat (¥) Peraturan Pamh
tentang bentuk dan jumlah penenmaan dan pengeluaran | KPU MNomor 14 tentang Dana
diserai bukli penerimaan dan pengeluaran yang dapat | Kampanye Pemilihan Gubemur
dipertanggungjawahkan. dan Wakil Gubernur, Bupat
dan  \Wakil Bupan, Serta
Wallkota dan Wakil Walikota
d. Pembukuan Dana Kampanye menjadl tanggung jawab |Pasal 21 ayat (8) Peraturan Patuh
Pasangan Calon. KPU Momor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilikan Gubemur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupanb, Sera
Walikota dan Wakil Walikota
3. | Penyampaian a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten|Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2}| Patuh
Laporan dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang |Peraturan KPU  Nomor 14
diunggah mealalui Sikadeka, tentang Dana  Eampanye
Pemilihan Gubernur dan Walkil
Gubernur, Bupat dan  Wakil
Bupati, Sera Walikota dan
Wakil Walikota
b. Kami menyampaikan LADK 1 (salu) Har sebelum masa |Pasal 31 ayat (2) Peraluran Patuh
Kampanye, paling lambat pukul 23,59 waktu setempat; KPLU Momor 14 tentang Dana
kKampanye Pemilihan Gubemur
dan ‘Wakil Gubernur, Bupan
dan Wakil Bupab, Serta
Walikota dan Wakil Walikola
<. Apahila terdapat perbaikan, maka kami memyampaikan | Pasal 31 ayat (3) dan ayart {4) Fatuh
LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui|Peraturan KPU Nomor 14
Sikadeka paling lambat 3 (Uga) Hari sejak menerima |lentang Dana  Kampanye
tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan | Pemilihan Gubernur dan Wakil
dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 wakiu | Gubernur, Bupall dan Wakil
setlempal. Bupalti, Serna Walikota dan
Wakil Wafikota
4. |Kelengkapan a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri Patuh
alas:
1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DAMNA KAMPANYE
(LADK);
Z2) FORMULIR 2 DAFTAR FPENERIMAAN

SUMBANGAN DANA KAMPANYE,

3) FORMULIR 2 LAPORAM AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR £ DAFTAR PERSEDIAAN
DARNA KAMPANYE;

BARANG
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5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN FENGELUARAN  DANA  KAMPANYE
SEEELUNM PERIOCDE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE,

6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADKY);

7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

%) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Folitik;

10) Surat Pemyataan Penyumbang darn Perseorangan,

11) Surat Permyataan Fenyumbang dari Badan Hukum
Swasta; dan

12) Bukti-bukti fransaksi penenmaan dan transaksi
pengeluaran.

. Apahila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh

KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK
perbalkan yang terdir atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
{LADK) PERBAIKAN;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PEMERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPAMNYE,

3} FORMULIR 3 LAPORAMN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4} FORMULIE 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE,

5) FORMULIR 5 LAPORAMN AKTIVITAS PENERIMAAN
DANM  PEMNGELUARAN  DANA  KAMPANYE
SEEELUM PERIODE PEMBUEUAN LAPOHAM
AWAL DANA KAMPANYE,

6) FORMULIR & SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAR ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
(LADK);

7)) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

&) FORMULIR LDK RELAWAM (apabila ada);
9)  Surat Pernyataan Penyvumbang dan Partai Folitik;
10) Surat Pernyataan Penyumbang dan Perseorangan;

11) Surat Pernyataan Fenyumbang dan Badan Hukum
Swasta; dan

12) Bukb-bukti transaksi penenmaan dan transaksi

pengeluaran.

Laporan Femben Sumbangan Dana Kampanye (LFSDK)




PATUHY

] HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TEREAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
1. |Muatan Informasi | Kami menyampaikan LPSDK dan penyumbang kepada KPU (Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pamh
Kabupaten yang memuat informasi; K.PL Momaor 14
a. REDK tentang Dana Kampanye
b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; Pemilinan Gubernur dan Walkil
¢. Catatan penerimaan Pasangan Calon; Gubernur,Bupati dan
d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam |Wakil Bupat, Serta Walikota
Pasal B ayat (3) dan ayat (4); dan Wakil Walikota
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Calon;
. Bukfi penerimaan yang dapat diperangounojawabkan;
dan
0. Surat pernyataan peryumbang.
2. |Pembukuan a. Kaml menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan [Pasal 28 ayat (3) Peraturan| Patuh
wang dimulai 1 {satu) Hari setelah penutupan pembukuan | KPL Nomor 14 tentang Dana
LADK sampai  dengan 1 (satu) Han sebelum |Kampanye Pemilihan Gubemur
penyampaian LPSDE. dan Wakil Gubernur, Bupal
dan  Wakil  Bupan, Serta
Wallkota dan Wakil Walikola
b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah darl pembukuan |Pasal 21 ayat (6) Peraturan| Patuh
keuangan pribadi Fasangan |KFLU Nomor 14 tentang Dana
Calon/pengurus/anggota/personel Panal Politik Pesena | Kampanye Pemilihan Gubernur
Pemily atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu |dan Wakil Gubernur, Bupati
yang mengusulkan Pasangan Calon. dan Wakil Bupan, Sera
Walikota dan \Wakil Walikota
¢, Pembukuan Dana  Kampanyes mencakup  informasi |Pasal 21 ayat () Peraturan Patuh
tentang bentuk dan jumlah penenmaan dan pengeluaran [KPL Momor 14 tentang Dana
disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat | Kampanye Pemilihan Gubernur
dipertanggungjasabkan. dan Wakil Gubernur, Bupafi
dan ‘\Wakil Bupan, Sera
Walikota dan Wakil Walikota
d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab |FPasal Z1 ayat (8) Peraturan Patuh
Pasangan Calon, KPLU Momor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubermur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupan, Sera
Walikota dan Wakil Walikota
3. |Penyampaian a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten (Pasal 32 ayat (1) dan avat {2) Patuh
Laporan dengan menginmkan data dan dokumen LPSDE yang |Peraturan  KPLU  Nomor 14
diunggah melalul Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling |tenlang Dana  Kampanye

lambat pukul 23,59 wakiu setempat.

Pemilinan Gubernur dan \Walkil
Gubernur, Bupati dan  \Wakil
Bupati, Sera Walikota dan
Wakil Walikota




PATUHY

MO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
. Apabhila terdapat perbakan, maka kami menyampaikan |Pasal 32 ayat (4) Peraiuran Pamh
LPSDK perbaikan kepada KPU  Kabupaten melalui [KPU Nomor 14 tentang Dana
Sikadeka paling lambat 1 (har) Harl sejak menerima | Kampanye Pemilihan Gubsernur
tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan (dan  Wakil Gubernur, Bupat
darl KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 wakiu |dan Wakil Bupali, Serta
selempal. Walikota dan \Wakil Walikota
4, | Kelengkapan fam menyampakan LPSDK secara lengkap yang ferdin Pamh

atas.

1) FORMULIR 1 LAPORAMN PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LFSDK);

2} FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE)

3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAR ATAS LAPDRAM PENERIMAAMN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK),

4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada),

5)  Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye,

8) Swrat Pemyataan Penyumbang dan Pariai Politik;
7)  Surat Pemyataan Penyumbang dan Perseorangan;

B) Surat Permyataan Penyumbang dan Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

9) Bukti-bukti transaksi

pengeluaran

penerimaan dan transaksi

. Apahila LPSDE yang Kami sampaikan dikembalikan oleh

KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau
memperbalki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDE
perbaikan yang terdir atas:

1} FORMULIR 1 LAPORAN FPENERIMAAN
SUMBAMNGAN  DAMA  KAMPANYE  (LPSDK)
FERBAIKAN;

2} FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN

SUMBANGAN DANA KAMPANYE,
3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN  DANA  KAMPANYE  (LPSDK)
PERBAIKAN;

4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);

5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
kampanye;

6) Surat Pemyataan Penyumbang dan Partai Politik;

T} Sural Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

8) Sural Pernyalaan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

4)  Buko-bukti transaksi
pengeluaran.

penerimaan  dan  transaksi
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Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

tuatan Informasi

Fam menyusun LPFDE yang memuat informasi;

d.

b

REDK,

Saldo  awal
perolehan;

atau saldo pembukaan dan  sumber

Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil
penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan
Kampanye  apabila diterima  sebelum  periode
pembukuan;

. catatan penenmaan dan pengeluaran Pasangan Calon

termasuk sebelum pembukaan REDE,

Momor pokok wajlb paiak masing-masing Fasangan
Calon;

Bukti  penermaan  dan
dipertanggungjawabkan;

pengeluaran  yang dapat

. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK,

dan

Pasal 30 ayat (1) Peraturan
Komist Pemilinan Umum

Momor 14 Dana

Kampanye

tentang

Pemilinan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota

Fatuh

Pembukuan

. Kami menyusun |LPPDK dimulai 1 (satu) Har setelah

penutupan pembukuan LADEK dan ditutup pada saat
masa Kampanye berakhir

Pasal 30 ayat (3) Peraturan
KPU Momor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupat
dan \Wakil Bupati, Sera
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan

Keuangan pribadi Pasangan
Calon/pengurusfanggota/personel Partai Politk Peserta
Pemilu atau Gabungan Partal Politik Peserta Pemilu
wvang mengusulkan Fasangan Calon.

FPasal 21 ayat (6) Peraturan
KPU Momar 14 tentang Dana
kKampanye Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubernur, Bupab
dan  Wakil Bupat, Sera
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi
tentang bentuk dan jumlah penermaan dan pengeluaran
disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat

dipertanggungjawahkan.

Pasal 21 ayat (7) Peraturan
KFU Momor | tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubemur
dan  Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupan, Serta
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

. Pembukuan Dana Kampanye menjadl tanggung jawab

Pasangan Calon.

Pasal 21 ayat (8) Peraturan
KPU Momaor 14 tentang Dana
Kampanye Pemillhan Gubernur
dan Wakil Gubhernur, Bupati
dan ‘Wakil Bupan, Sera
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

Penyampaian
Laporan

. Kami menyvampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten

dengan mengiimkan data dan dokumen LPPDE yang
diunggah melalul Sikadeka.

Pasal 33 aval (1) dan ayat (2)
Peraturan KPL  Nomor 14
tentang Dana  Kampanye
Pemilinan Gubernur dan Walkii
Gubernur, Bupati dan Walil
Bupall, Serta Wallkota dan
Wakil Walikota

Patuh




PATUHY

MO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
. Kami menyampaikan LPPDK paiing lambat 1 (satu) hari| Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pamh
setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 2358 (KPU Nomor 14 tentang Dana
wakiu setempat. Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupan
dan  Wakil Bupal, Serla
Walikota dan Wakil Walikota
. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan |Pasal 33 avat (%) Peraturan Pamh
LPPDK perbaitkan kepada KPU  Kabupaten melaiul |[KPU Nomor 14 tentang Dana
Sikadeka paiing lambat 1 (har) Hari sejak menerima | Kampanye Pemiliban Gubemur
tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan |dan Wakil Gubernur, Bupati
dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 wakiu |[dan Wakil Bupali, Sera
setempat, Walikota dan Wakil Walikota
4. | Kelengkapan kami menyampaikan LPPDK secara lengkap vang terdiri Patuh

atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PEMERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK),

2} FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBAMNGAN DANA KAMPAMYE,

3) FORMULIR 3 LAPORAMN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4} FORMULIE 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE,

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN  PENGELUARAN  DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
PENERIMAAN  DAN  PENGELUARAN  DANA
KAMPANYE;

6) FORMULIR & ASERSI ATAS LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE (LPPDK);

7) FORMULIR LDKE-RELAWAN (apabila ada);
8) Surat Pernyataan Penyumbang dan Partai Politk;
9) Surat Pernyataan Penyumbang dan Perseorangan;

10) Surat Pemyataan Penyumbang dan Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye;

12) Surat Pernyataan darf  Bank Umum  yang
menyatakan batwa rekening Pasangan  Calon
bersanghkutan telah ditutup; dan

13) Bukti-buktl transaksi transaksi

pangeluaran.

penenmaan dan

. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh

KPU Kabupaten, maka kami melengkapl danfatau
mermperbaiki dokumen LPPDOK dimaksud dengan LPPDK
perbaikan yang terdiri atas:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)
10

11)

12)

13)

FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
FENGELUARAN DANA  KAMPANYE (LPPDK)
FERBAIKAN;

FORMULIR 2 DAFTAR
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPAMNYE;

FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN
DARNA KAMPANYE;

PENERIMAAN

BARANG

FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAaN  PENGELUARAN  DANA  KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUEUAN LAPORAN
PEMERIMAAN  DAMN PENGELUARAN  DAMNA
KAMPANYES

FORMULIE 6 ASERSI ATAS LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;

FORMULIR LOK-RELAWAN (apabila ada),
Sural Permyataan Penyumbang dan Partai Politik;
Sural Permyataan Penyumbang dar Perseorangan,;

Sural Pernyalaan Penyumbang dar Badan Hukum
Swasta dan lampiran; dan

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kampanye:

Surat  Pernyataan  dan
menyatakan bahwa  rekening
bersangkutan telah ditutup; dan

Bank Umum vyang
Pasangan  Calon

Bukti-bukti
pengeluaran.

fransaksi penerimaan dan transaksi

Ketentuan Lainnya

Sumber
Kampanye

Dana

Kami menerima Dana Kampanye yvang diperoleh dari;

a. sumbangan Partal Politik danfatau Gabungan Partad
Politik yang mengusulkan Pasangan Calon: (khusus
untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau
Gabungan Partal Politik)

b. sumbangan Pasangan Calon; danfatau

C. sumbangan pikak lain yang tidak mengikat yang meliputi

sumbangan perseorangan

danfatay  badan  hukum

swasta.

FPasal G ayat (Z) Peraturan

KPU Momor 14 tentang Dana
Kampanye Pemillhan Gubernur
dan Wakil Gubhernur, Bupati
dan ‘Wakil Bupat, Sera
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

Pembatasan/
Kesesiaian
Sumbangan

Kami mematubi jumlah maksimal batasan penerimaan
sumbangan yvang mencakup uwang, barang dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai wang, termasuk diskon
pembelian barang atau jasa yvang meleblhn batas kewaiaran
transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rinclan pembatasan maksimal
sumbangan sebagal bernkul:

Pasal 9 ayal (1) dan ayat (2)
Peraturan KPU MNomor 14
tentang Dana  Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupanu dan  ‘Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota

Patuh
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a. Dana Kampanye vyang berasal dard  pihak  lain
persegrangan paling banyak Rp75.000.000.00 ({(wjuh

puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye yang berasal dar badan hukum swasta
paling banyak Rp750.000.000,00 {tujuh ratus lima puluh
juta rupiah) sefama masa Kampanye.

Sumbangan yang
Ditarang

Kami tidak menogunakan dana dan sumbangan yang
dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yvang dilarang
maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;

b. Melaporkan sumbangan yang ditarang tersebut kepada
KPU Kabupaten; dan

£, Menyerahkan sumbangan tersebul ke kas Negara paling
lambat 14 (empat belas) Har setelah masa Kampanye
berakhir.

Pasal 73 Perawran KPU
Momor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubermur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupan, Sera
Walikota dan Wakil Wallkota

Patuh

Pengeluaran
Dana Kampanye

kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran
Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye,
pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai
berdasarkan harga pasar yang wajar

Calatan:

&) Pembiavaan akiivitas Kampanye ermasuk pembelian
barang dan/ atau pembayaran jasa,

by Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelan
barang dar pihak lain dan menjadi tanggung jawab
Pasangan Calon yang bersangkutan,

¢) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai
saksl  Pasangan Calon  dalam  pemungutan  dan
penghitungan suara,

Cemikian pemyataan ini dibuat dengan sebenamya,

CALON BUFATI

e~/ A"\

{ FRANKY DC‘ Y WOMNGKAR . SH)

AMURAMNG, 25 November 2024

CALOMNWAKIL B UPAT}I

ODORLUS KAWATU | 5.1P)
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A FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAMN

AT

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
PASANGAN CALON BUPAT| DAN WAKIL BUPATI
FRANEKY DONNY WONGKAR | 5H - THEODORUS KAWATU | SIP

LAFPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
Al  |Penenmaan sebelum penode 30.000.000 0 0
pembukuan
A.2 | Penerimaan sumbangan
FPasangan Calon 200.000.000 o o
2, Partai Politik atau Gabungan Partas 0 0 o
Politik
Sumbangan Pinak Lain Perseocrangan 150.000.000 0 o
4, Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum 0 a 4]
Swasta
JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 350.000.000 0 o
A3 |Penerimaan Lain-Lain
1 Bunga Bank 0 i}
JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN a (1]
A4 | Penerimaan Barang Hasil Pembelian
Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 0 380.000.000 o
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye
2. Barang Diterima Dimuka Hasil 0 0 0
FPembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Feraga Kampanye
JUMLAH PENERIMAAN BARANG o 380.000.000 1]
HASIL PEMBELIAN
TOTAL PENERIMAAN 380.000.000 380.000.000 0
2] Pengeluaran sebelum periode o 0 o]
pembukuan




NOMOR

AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)

BARANG (Rp)

JASA (Rp)

BE.l

Pengeluaran

Rapat Umum

Pertemuan Terbatas

Pertermuan Tatap Muka dan Dialog

P Gaf pa e

Pembuatan/Produksi klan di Media
Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan

ol af|e

o|lo|o|o

olola|o

Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanya

374.200.000

Penyebaran Bahan Kampanye Kepada
Umium

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar
Larangan Kampanye dan Peraluran
Perundang-undangan

Pengeluaran Lain-lain

a, Administrasi Bank

Pembelian Aset

Pembelian Peralatan

Pembelian Perlengkapan Kantor

5.800.000

mla|e (=

Pembayaran Utang Pembeiian
Barang

0

ololae|la|o

ololola|lo

f. Pengeluaran Lain

374.200.000

TOTAL PENGELUARAN

380.000.000

374.200.000

Utang

Utang Pembelian Barang

Saldo

Kas di Rekening Khusus Dana
Kampanye

Kas di Bendahara

Barang

5.800.000

CALON BUPATI
& ’“‘M; “

[ FRANKY DONNY WONGKAR , SH)

AMURANG, 25 November 2024

LON WAKIL BUPAT}”
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